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PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KBrIGA ATAS PERATURAN BUPATILANGKAT NOMOR 04 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNG」 AWABAN DAN PELAPORAN,SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH KABUPATEN IANGKAT

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGIくAT,

Itr'Ienirnbang :      a. bahvra untuk mekil<sanakan ketentuan Pasal 4 , Pasai 6,
dan Pasal 7 Peraturan M,errteri Dalarn Negei Itlomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentzrng
Pedoman Femberian Hibah dan Eantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Daerah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun
2OL2 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung Jawaba:r dan Pelaporan
serta Monitoring dam Evaluasi Belanja HiL,a-tr yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan;a.
Daerah Kabupaten Langkat perlu direvisi untuk Ketiga
Kalinya

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huntf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati L,angkat tentang Perubahan Ketiga atas Perahrran
Elupati Langkat Norror ()4, 'fatrurt 2Al2 teutang Tatacan'a
Penganggaran, Pelalcsanaan dan llenatarusahaan,
Pertanggung Jarvaban rlsn Pr:la.poran serta" Iv{orritorirrg
darr ilvaluasi Belanjn l-Iibrah yan.g Be:rsurnber da.ri
lurggar';-a-n Pendapatan dan l3elanja lJaerai: Kabupaten
Lrur.g}::o.t;

b.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indotresia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1Oe2);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

3. Undang-Undang Notnor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

+. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentalg
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor a400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah betrerapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II
Langkat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1.0 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai,
Kabupaten Dati II tangkat'dan Kabupaten Dati iI Deli
Serdang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33231;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20OS tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor a577);



1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2075 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa6);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 );

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
Terakhif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Ta.hrrn 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2}ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2ALB
Nomor a65);

17. Peraturan Daerah Kabupaten l,angkat Nomor 29 Tahun
, 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2OOZ Nomor O5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor l, Tambahan I-embaran
Daerah l(abupaten Langkat Nomor 29);

19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2Ol2 tentang
Tatacara Penganggaran, Peiaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapata.n dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat Sebagaimana telah diubah
bebe.rapa kali teralr,hir derrgan Peraturan Bupati i,angkat
Nomor I Tahun 2OL7 tentang Perubahan Kedua atas



Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang tatacara
Pengangga.ran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumher da-ri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat (Berita Daerah Kabrrpaten Langkat Talmn 2OL7
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan I PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,   PERTANGGUNG   」AWABAN   DAN
PELAPORAN,SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN」 A DAERAH KABUPAttN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor O4 Tahun 2OL2
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung
Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Beianja Hibah yang
Bersumber dar-i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OL2 Nomor 5 ) Sebagaimana
Telah diubah Beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor
1 Tahun 2Ol7 Tentang Pembahan l(edua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor
4 Tahun 2Ol2 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OL7 Nomor 1) diubah
sebagai beriliert:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Kepada :

a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Daerah l,ainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d.Badan , Lembaga , dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pnihan.

(3)Penlbe五 an Hibah sebagailnana
menunJang pencapa■ n sasaran
dengan memperhatikan asas
manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
prograrn dan kegiatan Pernerintah Daerah
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan



(8) Penggunaan belanja flibah oleh penerima Hibah hanya dapat diberikan

, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program
pemerintah daerah dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan
operasional kantor antara lain biaya transportasi, honorarium, acara
pelantikan, pembelian ATK, pembayaran listrik, air dan telepon

3 Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dihapus diantara ayat (4) dan ayat
(5) disisipkan l(satu) ayat baru yaitu ayat(4a) sehingga berbunyi sebagai
berikut:

, Pasal 8
(1) Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainya diberikan dengan

persyaratan paling sedikit :

a, Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainya;

b. Penerima belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan.

c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja Hibah sebelumnya,
akumulasi belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan;

g dihapus

(3) dihapus

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 6 ayat (6)diberikan dengan persyaratan paling sedikit;

a. telah terdaftar pada kementeria! yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun , kecuali di
tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalarn wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang
bersanglartan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

(aa) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) diberikan dengan persyarataan paling sedikit;

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b.memiliki keterangan domisili dari lurah I kepala desa setempat atau
sebutan lainya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dr:a I
atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunj ang pencapaian
Basar€rn program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(5) Apabila. dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana
pendamping, maka Belanja Hibah diberikan kepada Penerirna Belanja
Hibah yang bersedia menyediakan dana pendarrrping.

(6) Hibah dapat diberikan dalam kurun wakflr 4 (empat) tahun sekali, kecuali
ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1) kepada pemerintah pusat dalam rangf<a mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
memberikan nilai manfaat bagi Pernerintah Daerah dalam mendrrkung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan
memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan l(satu) Pasal baru yaitu Pasal
5A Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa-l 5 A
(l)Hibah Kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A

ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah dan kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk rneningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentrran peraturan perundang-undangan

(4)Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud Pada
Pasa-l 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah
yang diterima Pemerintah Dearah dari Pemerintah Pusat sesuai ciengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagimana dimaksr.rd da-lam Pasa-l 5
ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau

c. yang bersifat nirlaba , sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyaratr<at , dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan
I atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia Sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
organisasi . kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan,

atau
yang

d。

telah rnendapatkan pengesahar badan hulrum
membidangi urusan hukum dan hak asasi :

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, diberikan kepa.da organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdaoarkan kEtentual perahlran perundang-undangan oeperti
hibah kepada KNPI, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan MUI dan lain-lain.

dari kementerian yang
manusia sesuai dengan




